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lII PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan penulisan buku in
dan sekarang hadir di hadapan pembaca.

Buku dengan judul Penegakan Hukum di Indonesia memuat kajian
antara lain mengenai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum, Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi, Restorative justice dalam Perkembangan
Hukum, serta Kejaksaan dan Penegakan Hukum.

Penulis berusaha melakukan perbaikan menurut perkembangan terkini,
dengan segala daya dan kesungguhan hati. Untuk itu, penulis mengharapkan
masukan, kritikan, dan saran dari para pembaca. Namun demikian, penulis
berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi dina-
mika perjalanan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
para pihak dan juga kepada istert penulis Ny. Susilaningtyas, S.H., anak-anak
Waluyo Cahyo Utomo, S.E., M.Ec., Dian Atika, S.E., Satya Wirawan, S.H.,
serta cucu Adinda C. K, dan Damar S.T., M.Eng (menantu). Tidak lupa
penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Kejaksaan
khususnya Dr. Endang Tirtana dan F.H UPN Veteran Jakarta atas do-
rongan, atensi, dan bantuannya sehingga buku ini dapat hadir di hadapan

pembaca.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya
kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada

Prakata ")



negara dan bangsa Indonesia, sehingga cita-cita the founding father me-
wujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat

terwujud. \
Jakarta, 14 Desember 2015

Penulis
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BAB |
Perkembangan Hak Asasi
Manusia di Dunia dan di Indonesia

A. PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA
DAN DI INDONESIA

1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merdeka seperti saat ini tidak muncul begitu saja,
tetapi diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Ratusan tahun, Indonesia
dijajah bangsa asing yang berdatangan untuk mengeruk kekayaan yang
bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia benar-benar menderita, ka-
rena walaupun sudah bekerja keras tetapi yang merasakan dan menikmati
hasilnya adalah bangsa penjajah. Perjuangan mewujudkan Indonesia yang
merdeka, memerlukan pengorbanan yang besar baik dari segi harta maupun
darah para pejuang, Semua itu dilakukan demi tegaknya sebuah bangsa yang
merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yaitu bangsa Indonesia.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong
para penditi bangsa (founding fathers) untuk berupaya memperjuangkan
dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang di-
jalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri
bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas
(rechtstaat) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut
secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia.'

1 Dalam UUD 1945 sebelum amandemen konsepsi Indonesia sebagai negara hukum

Bab1 Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan ... 1



BAB 2

Penegakan Hukum

melalui Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang

A. OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDO-
NESIA

1. Tindak Pidana Korupsi

Menjamurnya tindak pidana korupsi, membuat segenap bangsa Indonesia
gundah gulana. Apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga ke-
kuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena
itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah
Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk
mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang
kekuasaan cksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya
telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya
itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa
reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan
korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Semua itu
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Menyadari hal itu, Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi
dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi
tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; Inpres Nomor
17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012; dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan

54 Penegakan Hukum di Indonesia



BAB 3

Restorative Justice
sebagai Upaya Penegakan Hukum

A. RELEVANSI DOKTRIN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

1. Sistem Pemidanaan yang Berlaku di Indonesia

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis
yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu
Wethoek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WS NI). WS NI ditetapkan
sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi
nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan
WVS NI sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan berapa perubahan
dan penyesuaian, nemun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal
dari KUHP warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi
KUHP yang sckarang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih dalam
bahasa Belanda.'

Melihat latar sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP
vang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya
pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976
tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan.
Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini

1 Soedarto, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru
Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Desember 1974, him. 3.
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BAB 4
Kejaksaan sebagai Unsur
Penegak Hukum

A. MENYOAL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Perubahan suatu undang-undang adalah wajib hukumnya, apabila undang-
undang tersebut secara yuridis, sosiologis, dan politis sudah tidak efektif men-
jadi landasan bagi berperannnya institusi dalam menjalankan tugas, dan
wewenang serta fungsinya. Bagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,
sebenarnya sejak diundangkan pada tangal 26 Juli 2004, perasan kurang
sreg telah menggayuti sebagian corps adhyaksa dan juga pemerhati Kejak-
saan. Mengapa hal demikian terjadi? bukankah Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
cukup baik mengakomodasi sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan yang
belum diatur undang-undang terdahulu. Terlihat memang demikian, namun
sejatinya banyak hal-hal urgen yang diharapkan diatur ternyata tidak terea-
lisasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Pada waktu itu menguat harapan antara lain bahwa Jaksa Agung ber-
asal dari Jaksa (karier). Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertingg:.
Kedudukan Kejaksaan adalah lembaga negara atau lembaga penegak hu-
kum yang independen. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan bukan
penyidikan tambahan. Status kepegawaian Jaksa adalah pejabat negars

198 Penegakan Hukum di Indonesia
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PENEGAKAN

Hukum mengandung makna yang dinamis sesuai kondisi dan kajian yang
dilakukan. Namun demikian, hukum mempunyai peran yang penting pada
kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan
bernegara. Di antara peran penting hukum tersebut, yaitu untuk mewujudkan
kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, peran
hukum sebagai transformasi struktur dan kultur masyarakat serta sebagai
pengendalian sosial (social control) dan rekayasa social (social engineering).
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sosial, budaya, pemerintahan dan faktor-faktor global serta perkembangan
informasi dan teknologi.
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